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MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Menimbang

DI INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi
birokrasi yang terdapat pada road map reformasi
birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang
bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima,
perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas
pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah;

bahwa pengaturan komponen penilaian zona integritas
sebagaimana  diatur dalam = Peraturan = Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan



Mengingat

Menetapkan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan kerangka
penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor. 26 Tahun 2020 tentang
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

Pemerintah;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA  DAN REFORMASI BIROKRASI = TENTANG
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU



WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah
instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah
berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui
reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan
publik yang prima

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat
WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit
kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan
reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi
sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen
pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih
dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya
disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada
suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil
melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik,
dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses
perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan
publik yang prima.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

Kawasan adalah area yang terdiri dari beberapa unit
kerja/satuan kerja lintas instansi yang menyelenggarakan

fungsi pelayanan;



6.

Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah
Tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah
untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan
rekomendasi terhadap wunit kerja/satuan kerja yang
sedang membangun zona integritas;

Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN
adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi
pembangunan ZI di unit kerja/satuan kerja yang
diusulkan oleh instansi pemerintah yang terdiri dari unsur
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
serta unsur dari instansi pemerintah lain yang mempunyai
tugas dan fungsi dalam evaluasi pembangunan ZI;

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara;

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

Pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM

digunakan sebagai pedoman bagi:

a.

Instansi Pemerintah dalam membangun ZI pada
satuan/unit kerja sehingga mempunyai pemahaman yang
sama tentang hakikat pembangunan ZI;

satuan/unit kerja pada saat pelaksanaan proses
pembangunan ZI sehingga tujuan pembangunan ZI dapat
terwujud;

kawasan yang ditunjuk oleh tim strategi nasional
pencegahan Korupsi untuk membangun ZI pada suatu
kawasan;

TPI Instansi Pemerintah dalam melakukan evaluasi di unit
kerja yang membangun zona integritas; dan

TPN dalam melakukan evaluasi atas hasil penilaian TPI
terhadap unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan

predikat menuju WBK/WBBM.



Pasal 3

Pedoman pembangunan dan evaluasi pembangunan ZI
Menuju WBK dan WBBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 bertujuan:

a.

(1)

(2)

(3)

sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya dalam membangun ZI Menuju WBK
dan WBBM; dan

sebagai rujukan bagi TPI untuk melakukan evaluasi
terhadap pembangunan ZI pada wunit kerja/satuan
kerja/kawasan,;

sebagai rujukan bagi TPN untuk melakukan evaluasi
terhadap unit kerja/satuan kerja/kawasan yang diajukan
untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM,;
memastikan bahwa TPI dan TPN mempunyai pemahaman
yang sama tentang proses pembangunan dan evaluasi
pembangunan ZI; dan

memastikan kualitas unit kerja/satuan kerja/kawasan
yang akan mendapatkan predikat Menuju WBK dan
WBBM.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. pedoman pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
dan

b. pedoman evaluasi Pembangunan ZI.

Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mencakup:

a. pencanangan ZI;

b. penetapan unit kerja;

c. pembangunan unit kerja;

d. pemantauan Pembangunan ZI.

Evaluasi ZI oleh TPN mencakup:

a. evaluasi pembangunan ZI oleh TPI;

b. pengajuan unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju
WBK dan WBBM,;

c. evaluasi pembangunan ZI oleh TPN; dan



d. pemantauan wunit kerja/satuan kerja berpredikat
menuju WBK dan WBBM.

(4) Pedoman pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan
WBBM di Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 5
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3), Kementerian menyusun profil pembangunan
ZI dari hasil evaluasi unit kerja pada Instansi Pemerintah

yang diajukan mendapat predikat menuju WBK dan WBBM.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
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Diundangkan di Jakarta
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBANGUNAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian
periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa
terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan
2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas
tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas
dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu
birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan
pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024.

Sasaran reformasi birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi
prioritas Presiden Republik Indonesia yaitu mewujudkan pemerintahan
yang sederhana, simple, lincah, dan cepat. Selain itu, dalam beberapa
kali kesempatan Presiden selalu menyampaikan bahwa yang
menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang lambat,

berbelit-belit dan terdapat pungli. Hal ini tentu saja menjadi prioritas
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pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dikawal bersama oleh setiap
instansi pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden
dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat
pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi
yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu
dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot
project percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merupakan
miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja,
diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang membangun ZI dan
mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi
percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata
kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan
berintegritas.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018
tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang disertai dengan Surat
Keputusan Bersama dengan lima pimpinan tim Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi, maka perlu dibangun ZI pada kawasan-kawasan
strategis. Unit-unit kerja/satuan kerja yang terdapat pada kawasan yang
ditunjuk untuk membangun ZI wajib membangun ZI di internal unit serta
membangun proses bisnis kawasan yang terintegrasi sehingga dapat
mempercepat kualitas pelayanan dan peningkatan integritas kawasan.
Sehingga pembangunan ZI akan semakin banyak dilakukan di kawasan
dan unit-unit kerja/satuan kerjanya.

Dalam proses pembangunan ZI yang telah dilaksanakan sejak tahun
2014, masih banyak kendala terkait bagaimana mekanisme evaluasi
pembangunan ZI yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi
pemerintah dan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Salah satunya
adalah terkait SDM yang melaksanakan evaluasi, tahapan evaluasi yang
harus dilakukan, serta pengisian lembar kerja evaluasi. Oleh karena itu,
untuk menjaga kualitas proses dan hasil evaluasi serta keberlanjutan
pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, maka diperlukan pedoman
pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
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BAB II
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. KONSEP ZONA INTEGRITAS

Key Points :

Pembangunan zona integritas terinspirasi dari konsep “island of
integrity” yang merupakan praktek lebih jauh dari eksistensi
pengembangan keilmuan administrasi publik dan tata kelola
pemerintahan. Island of integrity merupakan suatu kondisi dimana
unit kerja instansi pemerintah yang “imun” dan mampu memberikan
tata kelola yang terbaik meskipun instansi pemerintah disekitarnya
didominasi oleh manajemen dan tata kelola yang buruk

Dalam literatur administrasi publik, “island of integrity” juga diberi
istilah yang berbeda seperti “islands of excellence” (Therkildsen 2008),
“islands of effectiveness” (Crook 2012)”, “pockets of effectiveness”
(Leonard 2008; Roll 2011a) dan “pockets of efficiency” (Geddes 1994).
Namun di tengah berbagai istilah berbeda yang digunakan
kesemuanya mengarah kepada bagaimana membangun instansi

pemerintah yang berintegritas di tengah situasi dimana supra sistem

Dalam karyanya Public Sector Reforms and the Development of

Productive Capacities in Least Development Countries (LDCs),
Therdkildsen (2008) menyatakan bahwa pelaksanaan reformasi
administrasi dapat dilakukan melalui “islands of excellence”. Islands of
excellence mengacu kepada organisasi yang secara sengaja melalui desain
atau skema tertentu atau melalui upayanya sendiri, mengelola untuk
menunjukkan kinerja yang terbaik dibawah situasi dan kondisi yang
sulit. Untuk mengidentifikasi hal tersebut memang bukanlah merupakan
hal yang mudah apalagi ketika basis data yang digunakan sangatlah
lemah dan tidak bisa diandalkan. Istilah lain diungkapkan oleh crook
sebagai islands of effectiveness (Crook, 2012) untuk menciptakan unit
untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan
efektif tidak harus melalui sumber daya yang terlalu besar. Istilah lain
juga diungkapkan oleh Hout (2013) yang menyampaikan bahwa ada dua
strategi yang dilakukan untuk menciptakan pocket of effectiveness, yaitu
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internal strategy dan external strategy. Internal strategy diambil dari visi
manajemen dan ideologi yang kuat dari pimpinan organisasi sehingga
mampu meningkatkan kapasitas manajemen. Sementara strategi
eksternal merupakan upaya untuk “steering away” dari pengaruh politik
dalam organisasi. Upaya ini merupakan langkah untuk menghindarkan
organisasi dari kooptasi politik sehingga organisasi dapat berjalan dengan
lebih effektif dan efisien.

Dampak dari pelaksanaan island of integrity setidaknya dapat dilihat
dari beberapa hal, yaitu: 1. Menciptakan kinerja organisasi yang bebas
korupsi (corruption-free performance); 2. Efisiensi yang lebih besar; 3.
Mempengaruhi sistem yang lebih luas (Zuniga, 2018).

Gambar 1. Dampak Island of Integrity

Menciptakan kinerja organisasi yang bebas korupsi merupakan dampak
sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan island of integrity. Melalui
pelaksanaan island of integrity diharapkan tercipta sumber daya
organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi. Dampak lain
dari pelaksanaan island of integrity adalah efisiensi yang lebih besar
karena organisasi mampu menciptakan organisasi yang lebih efisien.
Dengan menggunakan sumber daya yang lebih minimal akan dihasilkan
output yang lebih optimal. Hal penting lainnya dari pelaksanaan island of
integrity adalah untuk mempengaruhi sistem yang lebih luas. Unit
organisasi yang melaksanakan island of integrity diharapkan mampu
menularkan virus keberhasilannya untuk mempengaruhi sistem
organsasi yang lebih luas, sehingga mampu menghasilkan lebih banyak

unit organisasi yang memiliki zona integritas.
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B. MEKANISME PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Untuk dinilai mampu mendapat predikat WBK/WBBM, instansi
pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan terlaksananya
pembangunan Zona Integritas dengan baik. Dalam pembangunan Zona
Integritas, terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian
instansi dan unit kerja sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara

internal dan pengusulan kepada TPN.

Tahap I Pencanangan Zona Integritas

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah

deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah atau
pimpinan unit kerja bahwa instansi/unit kerja telah siap membangun
Zona Integritas.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh
instansi pemerintah/unit kerja yang pimpinan dan seluruh atau
sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta
Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan
secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS,
maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau
vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya
menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat
melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona
Integritas.

Kegiatan pencanangan merupakan langkah awal pembangunan
zona integritas, namun tidak diwajibkan terdapat acara yang
khusus/formal pada saat pencanangan, akan tetapi yang utama adalah
penyebarluasan informasi terkait instansi/unit kerja sedang melakukan
upaya peningkatan tata kelola serta kualitas pelayanan melalui

pembangunan Zona Integritas.
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Tahap II Penetapan Unit Kerja

Penetapan unit kerja Zona Integritas merupakan tindak lanjut

pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah.
Unit kerja yang ditetapkan adalah unit kerja yang memenuhi kriteria
antara lain:
1. Unit kerja yang melaksanakan layanan utama (core business)
instansi pemerintah;
2. Unit kerja yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan
budaya anti korupsi dan pelayanan prima,;
3. Unit kerja yang mempunyai dampak luas pada masyarakat

apabila melakukan pembangunan Zona Integritas;

Tahap III Pembangunan Unit Kerja

Setelah Instansi Pemerintah menetapkan unit kerja, maka yang

selanjutnya harus dilakukan adalah pembangunan area perubahan Zona
Integritas. Unit kerja perlu melakukan penetapan program pembangunan
Zona Integritas ini harus disesuaikan dengan hasil identifikasi jenis
layanan utama unit kerja, isu strategis dan risiko-risiko yang dihadapi
oleh unit kerja. Lalu perlu disusun berbagai solusi yang inovatif sesuai
proritas atas permasalahan-permasalahan. Program-program kerja ini
kemudian diselaraskan dengan enam area perubahan yang ada pada
Zona Integritas.

Lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap program kerja Zona
Integritas dapat berjalan dengan baik, maka unit kerja perlu membentuk
tim kerja yang terdiri dari pejabat dan pegawai pada unit kerja untuk
melakukan pembangunan pada tiap area perubahan. Tim-tim kerja
inilah yang kemudian menyusun dan mengkoordinasikan rencana
kerja/aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas dalam
pembangunan Zona Integritas untuk kemudian dilaksanakan dengan
seluruh anggita unt kerja.

Dalam pembangunan Zona Integritas pada unit kerja, hal-hal yang
perlu dilakukan dan menjadi perhatian adalah:

a. Membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam

pembangunan Zona Integritas;
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b. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan
Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;

c. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan
persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;

d. Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan
publik dan pencegahan korupsi;

e. Melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya
bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;

f. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka
menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit
kerja ke masyarakat;

g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas

kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.

Tahap IV Pemantauan Pembangunan Zona Integritas

Selama unit kerja membangun Zona Integritas di Internalnya masing-

masing, maka perlu dilakukan pendampingan dan pemantauan oelh Tim
Penilai Internal (TPI). Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan
program pembangunan ZI berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Oleh karena itu, TPI dalam proses pembangunan juga mempunyai
peran untuk:

a. Menjadi tempat konsultasi bagi unit kerja yang sedang

membangun Zona Integritas;

b. Menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan
dalam rangka pembangunan Zona Integritas di unit kerja sehingga
unit kerja mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama
terkait komponen- komponen pembangunan Zona Integritas;

c. Berkonsultansi kepada TPN terkait proses pembangunan Zona
Integritas pada unit kerja;

Dalam hal pemantauan berkala, TPI harus mampu melakukan
penilaian terhadap pembangunan ZI yang dilakukan oleh unit kerja dan
hasil penilaian tersebut disusun dalam bentuk rekomendasi terhadap
pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja untuk diusulkan
kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.
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Pada tahap pembangunan sampai dengan tahap evaluasi hasil
pembangunannya, terdapat area-area yang menjadi yang perlu diperbaiki
dan dioptimalkan baik oleh Tim kerja Zona Intergritas pada unit kerja
maupun TPI. Pembangunan area-area perubahan ini akan dapat
membantu pencapaian sasaran Zona Integritas yaitu mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta meningkatnya pelayanan
publik yang prima. Hubngan antara pembangunan enam area dan hasil
yang akan dicapai akan digambarkan lebih lanjut dalam kerangka logis

pembangunan Zona Integritas.

. KERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu
pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata
kelola (governance) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan
bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang
telah dilakukan pada area pengungkit. Di bawah ini adalah gambar yang
menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator
pembangun komponen.

Gambar 3. Hubungan Komponen dan Indikator

Pembangun Komponen

Pengungkit (60%) Hasil (40%) }
1

Pemerintahan yang

Manajemen Bersih dan Akuntabel

Perubahan

Penataan
Manajemen
SDM

Akuntabilitas
Kinerja

Pelayanan Publik Yang
Prima

- Nilai Persepsi
Kualitas

Pelayanan Pelayanan Publik

Pengawasan
Publik
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Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen
Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan
dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan akuntabel
serta kualitas pelayana publik yang prima. Pada area pengungkit terdiri
dari dua aspek, yaitu pemenuhan dan reform.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan
komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang
mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut
diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang

berdampak pada pencapaian sasaran.

A. KOMPONEN PENGUNGKIT

Proses Pembangunan Zona Integritas pada area pengungkit

difokuskan pada enam area perubahan yang merupakan bagian dari area
perubahan reformasi birokrasi. Pembangunan area pengungkit
merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran
hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Area tersebut mencakup penerapan Manajemen Perubahan,
Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan
Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dimana dalam setiap area
tersebut, setiap unit kerja harus memperhatikan aspek pemenuhan dan
reform dalam pembangunan zona integritas.

Dalam membangun Zona Integritas, setiap unit kerja melaksanakan
pembangunan enam area tersebut secara konsisten dan berkelanjutan
untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam kualitas tata kelola
pemerintah sehingga dampaknya stakeholder dapat merasakan kualitas

layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi.
1.1 Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem
dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset
(cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive,

profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan








